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ABSTRAK

The implementation of planning management in the public sector, especially in
the management of cooperation and partnerships, is very important to support
effective and sustainable regional development of Subang Regency. the
implementation of planning management is an important component of
cooperation and partnership management. Using a qualitative descriptive
methodology, this study aims to evaluate the role of planning management in
building strategic partnerships in the Subang Regency Local Government. Inter-
agency coordination, effective communication, and shared commitment from all
stakeholders are critical to the success of partnerships between the Subang
District Government and various groups. Organized and systematic partnership
management by the Subang District Government can improve the efficiency of
public services, enhance collaboration with strategic partners, and make a real
contribution to sustainable development in the region. Good planning and
management can work well together to improve working relationships and ensure
that development programs are executed according to the needs of the
Community.
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A. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan proses
menentukan apa yang harus dilakukan
dalam jangka waktu tertentu (Moh. Arifudin
2021). Selain itu Perencanaan adalah suatu
proses membuat dan menetapkan keputusan
tentang tindakan yang diharapkan (Amini et
al., 2023). Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa Manajemen strategis
didefinisikan sebagai Menejement strategis
yaitu untuk menyusun, menerapkan, dan
juga mengevaluasikan keputusan-keputusan
lintas menejemen untuk dapat
mengaplikasikan visi atau misi sebuah
instansi, dalam mempertahankan hubungan
instansi  dengan lingkungannya dapat
terpenuhi (Muali & Hadi, 2023), Selain itu
Kemitraan merupakan berbagai pengaturan
yang mencakup tujuan, anggota, waktu,
struktur, tanggung jawab, dan hak bersama
(Khadijah, 2019). Kemitraan salah satu
strategi kerjasama antara dua belah pihak,
bertujuan untuk memperoleh keuntungan
dan Keduanya memiliki nilai saling
membutuhkan satu sama lain (Endi Sarwoko
et al.,, 2021). Oleh karena itu, Kemitraan
merupakan kumpulan orang yang bekerja
sama antara dua belah pihak dan sedangkan
Perencanaan ialah suatu proses menentukan
langkah apa yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan dalam mengembangkan
kemitraan.

Kajian tentang  Perkembangan
Kemitraan oleh bagian Kerja Sama
Pemerintahan Daerah telah banyak dikaji
oleh  peneliti  terdahulu, diantaranya
penelitian yang dilakukan oleh Hakim
(2020), Endi Sarwoko dkk (2021), Dadi
Mashuri Makmur dkk (2023), dan penelitian
oleh Bastian dkk (2020). Penelitian Hakim
menjelaskan bahwa Kemitraan menjadi
tempat atau wadah kerja sama yang
berkelanjutan antara akademisi, bisnis, dan
pemerintah, dengan terbentuknya jaringan
dan hubungan kuat di tingkat organisasi dan
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individu (Hakim., 2020), senada dengan,
Endi Surwako dkk menyimpulkan bahwa
prinsip  saling membutuhkan dan
mengembangkan  kerja sama  untuk
mencapai  keuntungan bersama (Endi
Sarwoko et al., 2021), berbeda pandangan
dengan penelitian Dadi Mashuri  dkk
Makmur  menyatakan  penting  untuk
memahami substansi dan sanksi dengan
teliti dalam melakukan kerja sama (Dadi
Mashuri Makmur et al., 2023), dan kajian
Bastian dkk  menyebutkan bahwa
Membangun  kemitraan  dengan  dua
organisasi atau lembaga memiliki visi dan
misi yang sama dengan langkah-langkah
yang diatur dalam perjanjian (Bastian et al.,
2020). Dengan demikian Kemitraan
merupakan kerja sama berkelanjutan antara
akademisi, bisnis, dan pemerintah, melalui

langkah-langkah  yang diatur  dalam
perjanjian kerja sama.
Penelitian ini menganalisis

Perkembangan Kemitraan oleh Bagian Kerja
Sama Pemerintahan Daerah, khususnya di
Bagian Kerja Sama Pemerintahan Daerah
Kabupaten Subang, dalam konteks ini
Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang mengambil langkah-
langkah untuk memastikan kemitraan yang
dibangun sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas daerah. Mereka menerapkan
berbagai strategi untuk meningkatkan
kerjasama dan efisiensi antara pemerintah
daerah dangan para mitra. Sementara itu,
Seringkali terjadi masalah yang
menghentikan proyek selama pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah
daerah dan pihak ketiga. Namun, adanya
permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama daerah Kabupaten Subang dapat
menyebabkan proyek terhenti selama
perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Dengan demikian untuk menghindari
konflik adanya permasalahan  maka
dimasukkanlah pasal-pasal penyelesaian
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perselisinan dalam Bagian Kerjasama
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
untuk dapat memastikan bahwa kemitraan
sesuai kebutuhan dan prioritas daerah serta
meningkatkan kerjasama dan efisiensi
sesama mitra.

Berdasarkan permasalahan diatas
kajian ini akan menjawab pertanyaan
penelitian Apa masalah utama dalam
pengembangan kemitraan di Kabupaten
Subang? Bagaimana faktor-faktor yang
melatarbelakangi terjadinya permasalahan
tersebut? serta bagaimana masalah tersebut
muncul, dan apa penyebabnya?. Pertanyaan
diatas didasari oleh asumsi bahwa Masalah
utama dalam pengembangan kemitraan di
Kabupaten Subang merupakan pihak ketiga
kurang mampu memenuhi kewajiban dalam
Perjanjian Kerja Sama, Yyang dapat
menghentikan proyek. Hal ini terjadi karena
kurangnya pemahaman tentang kewajiban,
kekurangan sumber daya, dan komunikasi
tidak efektif. Masalah ini muncul ketika
pihak ketiga tidak memenuhi target waktu
atau standar yang ditetapkan. Situasi,
kondisi ini disebabkan oleh kurangnya
komitmen dan manajemen yang buruk.
Dengan  demikian, hasil  penelitian
diharapkan dapat memberikan wawasan
yang lebih dalam mengenai perencanaan
bagian Kerjasama dalam mengembangkan
kemitraan di Pemerintahan Daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Masalah Utama Dalam
Pengembangan Kemitraan

Kajian tentang Masalah utama

dalam pengembangan kemitraan telah

banyak dibahas oleh para ahli, misalnya
Sulistyani dkk ( 2020), Zaenal Arifin dkk (
2020), Ricky Syuldairi & Rury Febrina
(2021), Setyanto dkk (2023), Mursalat dkk
(2023). Studi oleh Sulistyani menjelaskan
bahwa masalah dalam perkembangan
kemitraan ialah minimnya pengetahuan akan
manfaat dari legalitas perjanjian kemitraan
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(Sulistyani et al., 2020). Sedangkan kajian
yang dilakukan oleh Zaenal Arifin
mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan
antara para pihak yang terlibat dalam kerja
sama, kemitraan ini didasarkan pada
kesepakatan atau pemahaman di antara
kedua belah pihak (Zaenal Arifin et al.,
2020). Dua kajian ini  menunjukkan
Perkembangan kemitraan sering terhambat
karena kurangnya pemahaman tentang
pentingnya  perjanjian  formal  untuk
melindungi kepentingan para pihak. Hal ini
dapat menyebabkan ketidakjelasan
mengenai hak dan tanggung jawab masing-
masing pihak, yang akhirnya menurunkan
kepercayaan dan kestabilan kerja sama.
Selain itu, ketidakseimbangan antara pihak-
pihak vyang terlibat dalam kemitraan.
Berdasarkan penelitian di atas Perjanjian
kemitraan mempunyai peran yang penting
dalam Pembangunan perkembangan
kemitraan. Berhasil tidaknya pelaksanaan
pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh
hasil dari pelaksanaan pekerjaan kemitraan
tersebut. Adanya kemitraan menjadikan
upaya untuk meningkatkan dan melancarkan
perkembangan dari masalah  dalam
pembangunan tersebut.

Sementara penelitian oleh Ricky
Syuldairi & Rury Febrina, mengungkapkan
bahwa  Kurangnya  strategi  dalam
komunikasi yang disesuaikan dengan situasi
dan kondisi. Senada dengan penelitian
setyanto menunjukkan kemitraan yang tidak
kesepahaman dalam kedua belah pihak
karena kurangnya informasi yang saling
dibagikan (Ricky Syuldairi & Rury Febrina,
2021). Kajian oleh Mursalat menjelaskan
bahwa kurangnya koordinasi dalam setiap
aspek kemitraan mengakibatkan
ketidakpastian peran dan tanggung jawab
oleh pihak ke tiga (Mursalat et al., 2023).
Kesimpulan dari  ketiga kajian ini
menunjukkan bahwa strategi komunikasi
yang kurang tepat dan Ketidakpahaman
dapat menghambat kemitraan antara kedua
belah pihak ini sering terjadi karena
kurangnya informasi yang dibagikan satu
sama lain. Selain itu, kurangnya koordinasi
dalam kemitraan juga menyebabkan ketidak
jelasan mengenai peran dan tanggung jawab,
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terutama bagi pihak ketiga yang terlibat.
Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa
yang dapat merusak hubungan antara pihak
yang terlibat karena kemitraan berkembang
dengan pentingnya koordinasi, komunikasi
yang jelas, pembagian informasi penting
bagi semua pihak dalam kemitraan untuk
menyusun struktur komunikasi yang baik.

2. Faktor-Faktor yang Melatar-
belakangi Terjadinya Permasalahan

Kajian tentang faktor-faktor
melatarbelakangi terjadinya permasalahan
dalam pengembangan kemitraan telah
banyak diteliti oleh peneliti terdahulu,
diantaranya Niru Anita Sinaga (2019), Didi
Rasdi & Teguh Kurniawan(2019),Amin
Maulana (2020), Harahap dkk (2021), dan
Putri dkk (2023). Faktor-faktor jerjadinya
permasalahan dalam kemitraan dapat
mempengaruhi rencana awal dari Kerjasama
kemitraan. Penelitian oleh Perjanjian kerja
sama dalam kemitraan pemerintah daerah
memiliki banyak aspek penting, seperti
tindakan para pihak, makna perjanjian, dan
strategi penerapan. namun, untuk memenuhi
persyaratan kemitraan sering menyebabkan
Ketidaksetaraan dalam kemitraan, tidak
hanya menyebabkan masalah bagi pihak-
pihak yang terlibat, tetapi juga dapat
menghambat pencapaian tujuan strategis
kolaborasi dengan pemerintahan daerah
(Niru Anita Sinaga, 2019). Kedua studi oleh
Didi Rasdi & Teguh Kurniawan bahwa
dalam kemitraan, kurangnya kekuatan
sumber daya dan komunikasi terbuka sering
kali menghambat dan tidak efektif jika
kondisi yang menunjukkan tidak pasti untuk
tujuan bersama, ketidaksetaraan posisi
dalam kemitraan (Didi Rasdi & Teguh
Kurniawan, 2019).

Ketiga, hasil penelitian dari Amin
Maulana menyatakan bahwa kurangnya
koordinasi antar organisasi ini bisa terjadi
karna adanya Pemutusan hubungan
kemitraan yang terbukti kurang efektif untuk
bertukar pemikiran dalam bekerjasama
(Amin Maulana, 2020). Keempat kajian oleh
Harahap dkk  menyimpulkan  bahwa
keterbatasan pemahaman, komunikasi dan
koordinasi akan memeberikan dampak yaitu
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dapat menyebabkan perubahan faktor yang
terjadi dengan menghubungkan berbagai
pihak (Harahap et al., 2021). Kelima, studi
yang dilakukan oleh Putri dkk menunjukkan
bahwa Ketidaksepemahaman antara
perubahan, kurangnya saluran komunikasi
yang efektif dengan pihak-pihak yang terliba
di dalamnya (Putri et al., 2023). Penelitian
ini  menunjukkan bahwa masalah dan
kesulitan dalam kemitraan dapat
mempengaruhi berbagai rencana kerjasama
pemerintah daerah, Kurangnya sumber daya
dan komunikasi yang efektif, kurangnya
koordinasi antar organisasi dan keterbatasan

pemahaman dapat mengakibatkan
penghambat hubungan antar dua belah pihak
terkait dalam mencapai tujuan yang
diharapkan dengan kerja sama.
3. Penyebab Permasalaha  Dalam
Kemitraan
Kajian tentang penyebab dan

permasalahan dalam kemitraan antara lain
telah dilakukan oleh | Gusti Ngurah Rendra
Suryana dkk (2020), Natsir,M (2020),
Asikin dkk (2024), Sami’an dkk (2024), dan
Baharuddin (2024). | Gusti Ngurah Rendra
Suryana dkk menjelaskan bahwa kurangnya
pemahaman dari pihak ketiga mengenai
standar yang  ditetapkan  sehingga
memperlemah kolaborasi dan mengurangi
efektivitas kerja sama yang diharapkan (I
Gusti Ngurah Rendra Suryana et al., 2020).
Sementara kajian Natsir,M berfokus pada
kurangnya tanggung jawab sosial dalam
lingkungan, Persoalan yang biasanya
muncul ialah belum adanya kesamaan
pemahaman, visi dan misi dalam
menentukan keberpihakan di antara para
pemangku kepentingan, Khususnya
perusahaan dan pemerintah (Natsir, 2020).
Perjanjian merupakan di mana dua orang
sepakat untuk melaksanakan suatu hal untuk
mencapai  kesepakatan dalam  sebuah
perjanjian. Melalui ikatan yang sudah ada
dengan terlaksananya ikatan atau hubungan
terciptalah ikatan. Dalam setiap ikatan
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diharuskan bahwa posisi masing-masing
pihak pembuat perjanjian  dalam hal
kemampuan ataupun pengetahuan masing-
masing pihak.

Asikin dkk, menyimpulkan bahwa
rendahnya pemahaman mengenai prinsip
kesetaraan, ketidakjelasan peran, serta
tanggung jawab masing-masing dalam
hubungan kemitraan (Asikin et al., 2024).
Sedangkan Sami’an dkk mengungkapkan
perbedaan dalam penafsiran peraturan
menciptakan  ketidakpastian ~ terhadap
pelaksanaan peran dan tanggung jawab
masing-masing pihak (Sami’an et al., 2024).
Senada dengan pendapat sebelumnya
Baharuddin menyatakan bahwa
Keterbatasan efektivitas sumber daya dan
kurangnya komitmen untuk melaksanakan
perjanjian Bersama (Baharuddin, 2024).
Rendahnya pemahaman mengenai prinsip
kesetaraan dalam hubungan kemitraan, serta
ketidakjelasan ~ mengenai  peran  dan
tanggung jawab masing-masing pihak,
perbedaan interpretasi peraturan,
keterbatasan efektivitas sumber daya dan
kurangnya komitmen untuk menjalankan
perjanjian  ini  dapat  menimbulkan
kegagalan. namun ini dapat dilihat sebagai
peluang untuk meningkatkan kapasitas dan
pemahaman di antara para pelaku usaha.
pemahaman yang lebih baik mengenai
regulasi yang berlaku dan menciptakan
kesepakatan yang lebih solid dan
memperkuat kemitraan dan meningkatkan
efektivitas Kerjasama.

C. METODE

Lokasi dan fokus penelitian. Fokus
penelitian ini adalah pada Bagian Kerja
Sama Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang mengkoordinasikan dan
memfasilitasi berbagai jenis kerja sama
dengan berbagai lembaga, baik pemerintah
maupun swasta. Untuk memajukan,

memperbaiki dan meningkatkan kondisi
menjadi lebih baik (Oennitya Fita Dewi
Aryanti & Kristina Setyowati, 2018).
Kerjasama Daerah dibuat secara tertulis
serta menimbulkan hak dan kewajiban
Bagi Pihak ketiga dengan didasarkan pada
prinsip-prinsip yang mendorong manfaat
dan efektivitas kerjasama (Prasetya, 2013).
Memberikan fasilitas dan dukungan penuh
dalam kolaborasi (Ramadhanti et al.,
2022). Dengan menganalisis pada Bagian
Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang, untuk melakukan Kerja Sama
antara berbagai lembaga, baik pemerintah
maupun swasta, adanya tahapan dalam
pembentukan Kerja Sama agar lebih
teratur, terbuka dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku dalam membangun
tujuan bersama. Selain itu, penelitian ini
juga akan memperhatikan bagaimana
Langkah-langkah awal Perjanjian Kerja
Sama (PKS) untuk mengatur hak,
kewajiban, dan tanggung jawab masing-
masing pihak kerja sama antara pemerintah
daerah dan mitra guna dapat berjalan
dengan baik, konsisten, dan mendukung
pembangunan.

Metode penelitian.  Penelitian  ini
menggunakan pendekatan menggunakan
pendekatan kualitatif untuk
mendeskripsikan permasalahan dan fokus
penelitian  untuk  mendapatkan  data
deskriptif berupa wawancara, observasi
dan dokumentasi, untuk mengumpulkan
data dan informasi yang relevan mengenai
Implementasi Menejemen Perencanaan
Bagian Kerjasama Dalam
Mengembangkan Kemitraan Di
Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
Metode kualitatif merupakan langkah-
langkah penelitian  sosial untuk
mendapatkan data deskriptif, metode ini
memungkinkan  untuk  mendapatkan
pemahaman Yyang mendalan mengenai
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permasalahan-permasalahan alamiah
(naturalistic) pada metode kualitatif (Rijal

Fadli, 2021). Disain penelitian ini
menggunakan deskriptif dengan
memperkenankan peneliti untuk
mengembangkan laporan untuk

menganalisis terkait dengan data sistematis
yang diterapkan dan  menggunakan
serangkaian metode untuk menghasilkan
teori induktif mengenai area substantif
(Kaldjubi Kesa & Sainuddin, 2020).
Pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif
yang dilakukan dengan cara pengamatan,

observasi, wawancara, dan mepelajari
dokumen-dokumen guna memperoleh
gambaran di lapangan, untuk

mengumpulkan data dan informasi yang
relevan mengenai perkembangkan
kemitraan pada Bagian Kerjasama di
Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
Penelitian ini diharapkan dapat
memeberikan  analisis yang lebih
mendalam mengenai Perjanjian Kerja
Sama dalam mengembangkan kemitraan di
Pememerintahan  Daerah  Kabupaten
Subang.

Sumber dan jenis data. Sumber data
untuk penelitian ini mencakup informasi
yang diperolen dari berbagai jenis
informan dan responden, serta data
sekunder yang relevan. Informan yang
utama itu dari ketua bagian Kerjasama
yang memberikan pengalaman selama
berkoordinasi dan memefasilitasi
Kerjasama dengan berbagai berbagai
lembaga, baik pemerintah maupun swasta
dan bagaimana menyusun tahapan
perjanjian kerjasama yang sah dan bisa
diakui oleh daerah. Selain data primer,
penelitian ini juga akan menggunakan data
sekunder yang berasal dari literatur terkait,

seperti  dokumen  asli, penelitian
sebelumnya, dan sumber artikel ilmiah
yang membahas tentang Kkerjasama
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pemerintah  maupun  swasta  serta
bagaimana penyusunan tahapan perjanjian
kerja sama, dengan menggunakan data
visual dan audiovisual, antara lain melalui
perekaman video/audio, pengambilan foto,
sebagai memperkuat analisis dengan
mengkombinasikan berbagai sumber data
ini, tujuan penelitian ini diharapkan
mampu untuk memberikan analisis yang
lebih menyeluruh dan mendalam mengenai
isu yang diteliti.

Teknik pengumpulan data. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan di
Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten
Subang dengan secara langsung kepada
Ibu ketua bagian dan parastaf Kerjasama
Daerah  Kabupaten  Subang.  Jenis
wawancara yang digunakan adalah In-
depth Interview, Dimana peneliti bisa
langsung mendapatkan tujuan informasi
yang fleksibel dan  memungkinkan
(Waruwu, 2024). Kedua, observasi
dilakukan  menggunakan  Participant
Observation Dimana peneliti  terjun
langsung dalam kegiatan atau lingkungan
yang diteliti dan menjadi bagian dari
kelompok kerjasama Daerah Kabupaten
Subang, ini dapat memepermudah peneliti
untuk pengumpulan data dan informasi,
dengan segala macam proses dan
prosedurnya (Prasetyo, 2022). Ketiga,
dokumentasi melalui dokumen asli yang
disusun oleh organisasi atau Lembaga
seperti Laporan tahunan, notulen rapat, sp,
pks dan arsip tahunan. Dapat memberikan
pemahaman dan memudahkan untuk
mengetahui apa Yyang sedang terjadi, hal
ini dapat mengoptimalkan pengumpulan
data dan informasi yang terkait (Gustuna
Rahma, 2023).

Analisis data penelitian. Analisis data
dalam Penelitian ini  menggunakan
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pendekatan kualitatif untuk menganalisis
data. Pertama, data kualitatif dari
wawancara tentang kemajuan kerja sama
akan dianalisis secara deskriptif untuk
pengumpulan data-data yang disusun dan
dianalisis dapat memberikan gambaran
mendalam tentang suatu hasil penelitian
dan pencapaian kerja sama, analisis
deskriptif ini menganalisis, meringkas
berbagai kondisi, situasi dari berbagai data
yang dikumpulkan (Lindawati & Hendri,
2016). Analisis ini akan memberikan
gambaran umum mengenai
perkembangkan kemitraan pada Bagian
Kerjasama di Pemerintahan Daerah
Kabupaten Subang, dalam pengelolaan
kerjasama dan kemitraan sangat penting
untuk mendukung pembangunan daerah
Kabupaten Subang yang efektif dan
berkelanjutan. Kedua, data kualitatif dari
observasi merupakan salah satu kegiatan
yang mendasarkan fakta-fakta lapangan
maupun teks, untuk dapat Langkah awal
menuju focus yang lebih luas (Hasanah,

2016). Analisis kualitatif ini  untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih
mendalam tentang komponen dalam
mendukung pembangunan daerah

Kabupaten Subang, untuk memberikan
perspektif yang komprehensif mengenai
potensi kemitraan terhadap pembangunan
daerah di Kabupaten Subang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rencana  Strategis  Perencanaan
Pengembangan Kemitraan di
Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang

Perencanaan adalah bagian penting
dari organisasi karena akan menentukan
dan mengarahkan tujuan organisasi.
Perencanaan dalam bahasa Inggris disebut
planning, yang berasal dari kata "Plan",
yang berarti "rencana, rancangan, maksud,
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dan niat. Proses kegiatan yang berkaitan
dengan usaha disebut perencanaan.
Merancang program yang mencakup
segala sesuatu yang dapat dilakukan.
Penentuan tujuan, kebijaksanaan, jalan
yang akan ditempuh, dan metode yang
akan digunakan akan diikuti selama upaya
untuk mencapai tujuan tersebut (Siti
Ulyani et al., 2023).

Salah satu proses terpenting dari semua
fungsi manajemen adalah perencanaan.
Perencanaan adalah proses menentukan
tujuan organisasi, membuat strategi untuk
mencapai tujuan tersebut, dan
mengembangkan rencana aktivitas kerja
organisasi. karena fungsi-fungsi lain tidak
dapat berjalan tanpa persiapan. Langkah
pertama dalam proses manajemen adalah
perencanaan.  Perencanaan  berfungsi
sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana
terkait, baik manajer maupun staf, untuk
melakukan tugas dan fungsi mereka
masing-masing. serangkaian tindakan atau
prosedur pengelolaan usaha kerjasama
yang dilakukan oleh sekelompok orang
yang bekerja sama dalam suatu wadah
organisasi untuk mencapai tujuan dengan
cara yang efisien dan efektif.

Kemitraan secara etimologis berasal
dari kata partnership yang berasal dari
suku kata partner yang berarti kawan,
sekutu atau mitra. Kemitraan adalah jenis
kerja sama yang didasarkan pada
kesepakatan dan rasa saling membutuhkan
untuk meningkatkan kemampuan dan
kemampuan di bidang usaha tertentu atau
untuk mencapai tujuan tertentu dengan
hasil yang lebih baik. Dalam implementasi
kemitraan, model yang dapat digunakan.
(Amri Yulian Fahmy et al., 2018)

Dalam mengembangkan
kemitraan, Bagian Kerjasama Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang melakukan
sejumlah langkah untuk memastikan
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bahwa setiap kemitraan yang dibangun
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
daerah. Memahami apa yang sebenarnya
dibutuhkan, oleh daerah adalah langkah
pertama yang sangat penting untuk
memastikan bahwa kemitraan yang
dibangun akan memberikan manfaat yang
paling besar bagi daerah. Dimulai dengan,

Mengidentifikasi Kebutuhan Kerjasama:

a. Analisis Kebutuhan: Bagian Kerjasama
memulai dengan melihat kebutuhan di
bidang infrastruktur, ekonomi, dan
sosial.  Tujuannya adalah  untuk
menemukan area yang memerlukan
dukungan atau kerja sama.

b. Konsultasi dengan Pihak Terkait:
Selain itu, mereka berbicara dan
berkonsultasi dengan berbagai pihak
terkait, termasuk lembaga pemerintah,
perusahaan swasta, organisasi non-
pemerintah, dan komunitas. Aktivitas
ini  membantu dalam menentukan
kebutuhan yang harus diprioritaskan.

c. Menentukan Tujuan: Bagian
Kerjasama menetapkan tujuan untuk
dicapai melalui kerja sama, seperti
meningkatkan pendidikan atau
kesehatan. Tujuan ini disesuaikan
dengan rencana pembangunan daerah.

d. Adanya  penyusunan  pembuatan
pengembangan kemitraan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten
Subang memiliki sejumlah rencana strategis
yang dirancang untuk  menciptakan
lingkungan kerja sama yang menyenangkan
dan menarik bagi semua pihak. Untuk
menarik calon mitra, Pemda Kabupaten
Subang telah menyelesaikan sejumlah tugas
penting. Pertama-tama berkonsentrasi pada
pembuatan kebijakan yang mendorong kerja
sama, seperti memberikan inisiatif dan
mempercepat proses perizinan. Untuk
memfasilitasi akses calon mitra, informasi
tentang peluang kerja sama juga disebarkan
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melalui  portal digital dan kegiatan
sosialisasi  sebagai penghubung yang
membantu calon mitra berkomunikasi

dengan instansi terkait, memastikan proses
negosiasi dan kerja sama berjalan lancar.
Selain itu, Pemda terus meningkatkan
infrastruktur yang mendukung kerja sama.
Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang telah menerapkan
berbagai strategi pengembangan kemitraan
untuk meningkatkan kerja sama dan
efisiensi antara pemerintah daerah dan
berbagai mitra. Untuk menjalin kemitraan
atau kerjasama, kesepakatan bersama
(MoU) harus dibuat dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak. MoU berfungsi sebagai
dasar dan payung hukum untuk proses
kemitraan dan kerjasama yang akan datang.
Dalam memulai sebuah kemitraan atau
kerjasama, hal lain yang perlu diperhatikan
ialah kepercayaan, karena kepercayaan yang
teguh adalah dasar untuk menjalankan
bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh
dua pihak atau lebih dimulai atas dasar
keputusan saling mempercayai. Hal yang
harus dihindari dari kemitraan atau
kerjasama ialah ketidak percayaan atau
kecurigaan, Kegagalan dalam membentuk
kemitraan biasanya dimulai dari langkah yg
saling mencurigai serta perasaan yang saling
tidak yakin antara satu sama yang lain (M.
Tohar, 2012).

Kemitraan  dapat  didefinisikan
sebagai kumpulan interaksi sosial politik
antara pemerintah dan warga atau

masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat
atau pihak swasta dan pemerintah memiliki
ikatan atau hubungan untuk bekerja sama

atau bermitra dalam kegiatan
kepemerintahan, partisipasi ini
menghasilkan ~ kemitraan  atau  Kkerja

samaantara pemerintah dan masyarakat atau
pihak swasta (Pradana & Hilman, 2020)



Sekelah Tigyl llmu Tarbiyah

+> STIT FATAHILLAH

B3 Al Qiyadi

Ika Sartika, Nawa Zulfatus Shopiah, Fitria Zulfa, Ahmad Farihin

2. Tahapan Pembentukan Perjanjian
Kerjasama oleh Bagian Kerjasama
Pemerintahan Kabupaten Subang

Bagian  Kerjasama  Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang memiliki peran
penting dalam mengoordinasikan dan
memfasilitasi kerja sama dengan berbagai
pihak, termasuk lembaga pemerintah,
swasta, dan non-pemerintah, dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya. Perjanjian
Kerja Sama (PKS), yang menjadi landasan
formal untuk kerja sama antara pemerintah
daerah dan mitra, merupakan komponen
penting dari kolaborasi ini.

Untuk memastikan bahwa semua
pihak memahami dan menyepakati tanggung
jawab dan tujuan dari kerja sama tersebut,
langkah-langkah yang sistematis dan
terkoordinasi diperlukan saat mendirikan
PKS ini. Selama proses pembentukan PKS
di Kabupaten Subang, Bagian Kerjasama
melakukan langkah-langkah berikut;

a. Surat Permohonan dari Calon Mitra
kepada Bupati
Langkah pertama dimulai dengan
adanya surat permohonan dari calon
mitra yang ingin bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
Surat ini dikirim langsung kepada
Bupati dan berisi maksud dan tujuan
kerja sama.

b. Disposisi Tindak Lanjut dari Bupati
Setelah menerima surat permohonan,
Bupati akan memerintahkan Bagian
Kerjasama untuk  menindaklanjuti
permohonan tersebut. Dengan
demikian, tim akan mulai memproses
permintaan kerja sama.

¢. Rapat Pembahasan Penyusunan MoU
Tahap selanjutnya adalah mengadakan
pertemuan diskusi yang melibatkan
potensi mitra dan perangkat daerah
yang relevan. Pada pertemuan ini,
pihak-pihak  yang terlibat akan
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membahas detail kerja sama dan
menyusun Memorandum of
Understanding (MoU) sebagai langkah
pertama.

Penandatanganan MoU oleh Bupati
Setelah MoU disusun dan disetujui oleh
semua pihak, bupati akan
menandatanganinya. MoU ini termasuk
kesepakatan awal yang mengatur dasar
kerja sama yang akan dilakukan.

Tindak  Lanjut  MoU  dengan
Penyusunan PKS

Dengan adanya MoU, langkah
selanjutnya adalah penyusunan

Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini
merupakan dokumen lanjutan yang
lebih rinci dan spesifik, mengatur
tentang bagaimana pelaksanaan kerja
sama akan dilakukan.

Pasal Hak dan Kewajiban dalam PKS
Untuk memberikan kejelasan dan
menjaga  keseimbangan  tanggung
jawab antara pemerintah daerah dan
mitra kerja sama, akan ada pasal yang
mengatur hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam PKS.

Rapat Pembahasan PKS

Sebelum PKS ditandatangani, akan
diadakan pertemuan dengan mitra dan
perangkat daerah  terkait  untuk
memastikan bahwa semua pihak
memahami dan menyepakati isi PKS.
Pertemuan ini juga bertujuan untuk
menemukan dan menyelesaikan potensi
masalah atau perbedaan pendapat.
Penandatanganan PKS

Langkah  terakhir adalah PKS
ditandatangani oleh bupati, perwakilan
mitra kerja sama, dan pihak berwenang
lainnya. Dengan tandatangan ini,
perjanjian kerja sama resmi berlaku dan
kerja sama dapat dimulai sesuai dengan
perjanjian.
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Proses ini memastikan bahwa setiap
kolaborasi antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang dan mitra dilakukan
secara teratur, terbuka, dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk mencapai
tujuan pembangunan bersama.

3. Mekanisme Pengawasan dan
Penyelesaian Masalah dalam
Perjanjian Kerjasama di Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang

Selama pelaksanaan  Perjanjian
Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah
dan pihak ketiga, seringkali muncul dalam
masalah yang dapat menghentikan proyek
atau program yang telah disepakati. Salah
satu masalah yang paling umum adalah
pihak ketiga tidak dapat memenuhi
kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan
PKS. Misalnya, pihak ketiga mungkin
menghadapi kendala yang menyebabkan
pembatalan  proyek. Ini pasti akan
mengganggu pencapaian tujuan kerja sama
dan dapat merugikan masyarakat dan
pemerintah  daerah yang seharusnya
mendapatkan manfaat dari hasilnya.

Untuk mencegah dan mengatasi
situasi seperti ini, penting bagi kedua belah
pihak untuk memiliki prosedur penyelesaian
perselisinan yang jelas dalam PKS. Proses
pelaksanaan perjanjian mengikat kedua
pihak untuk melaksanakan hak dan
kewajiban yang telah ditetapkan hal ini
Sangat penting untuk memastikan bahwa
setiap orang yang terlibat dapat memiliki
kemampuan dan pengetahuan yang
seimbang. Dengan adanya keseimbangan ini
untuk menciptakan keadilan dan mencegah
kerugian yang mungkin terjadi karena
ketidakseimbangan sumber daya atau
informasi terhadap kesepakatan yang telah
dibuat. Keberhasilan kerja sama ditentukan
olen kemampuan setiap pihak dalam
menghargai pandangan, kebutuhan, dan
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batasan pihak lain.Oleh karena itu,
perjanjian yang baik adalah yang didasarkan
pada saling percaya, keterbukaan informasi,
dan pemahaman mendalam tentang isi dan
konsekuensi yang mungkin terjadi di
kemudian hari. Ini akan membantu
menghasilkan kerja sama yang efektif dan
harmonis. Tujuannya adalah agar konflik
dapat dihindari, dan solusi yang tepat dapat

ditemukan melalui  musyawarah dan
mufakat jika terjadi pelanggaran atau
ketidaksepakatan.

Monitoring dan evaluasi, Yyang
dilakukan secara berkala, adalah langkah
penting dalam memastikan keberlanjutan
dan kualitas kerja sama antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang dengan pihak
ketiga. pengumpulan data kemajuan dalam
pelaksanaan kerja sama, seperti pencapaian
tujuan, penggunaan sumber daya, dan
kesesuaian dengan rencana awal. Di sisi lain,
evaluasi  menganalisis  sejauh  mana
kolaborasi berhasil mencapai tujuannya,
memberikan manfaat nyata, dan mendukung
pembangunan daerah. Yang digunakan
untuk  mengidentifikasi masalah  dan
menawarkan saran untuk perbaikan. Tujuan
dari proses ini adalah untuk memastikan
bahwa pelaksanaan Kkerja sama sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati dan

untuk menjaga transparansi dan
akuntabilitas dalam setiap aspeknya.
Monitoring dan evaluasi merupakan

prosedur yang digunakan untuk memastikan
bahwa  pelaksanaan  sesuai  dengan
perjanjian, menilai hasil dan bagaimana
kerja sama berdampak pada masyarakat dan
mendukung pembangunan daerah.
Berfungsi untuk menemukan hambatan
dalam pelaksanaan, mencari solusi, dan
memberikan saran untuk perbaikan dan
pengembangan kerja sama yang digunakan
oleh Pemda Kabupaten Subang dengan
pihak ketiga.
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Pemda Kabupaten Subang
melakukan pengawasan dan evaluasi rutin
setiap enam bulan terhadap lokasi atau pihak
ketiga yang telah melakukan kerja sama
resmi  dengan  pemerintah  daerah.
Pengawasan ini dilakukan bersama dengan
dinas terkait untuk memastikan bahwa
semua pihak ketiga menjalankan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
Pihak ketiga akan ditegur jika terjadi
ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
kesepakatan selama proses pemantauan.
Teguran dapat diberikan hingga tiga kali
sebagai peringatan kepada pihak ketiga
untuk segera memperbaiki pelanggaran. Jika
pihak ketiga tidak melakukan perbaikan
setelah tiga kali teguran, Pemda Kabupaten
Subang memiliki hak untuk mengakhiri
kontrak kerja sama dengan pihak Kketiga
tersebut.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa
Pentingnya Bagian Kerjasama Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Subang  adalah
mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja
sama dengan berbagai pihak, termasuk
pemerintah, swasta, dan non-pemerintah.
Proses ini dimulai dengan penerimaan surat
permohonan dari calon mitra dan diikuti
oleh berbagai langkah sistematis, seperti
penyusunan Memorandum of
Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja
Sama (PKS), untuk memastikan semua
pihak dapat memahami hak dan kewajiban
mereka masing-masing.

Di sisi lain, penelitian ini juga

menunjukkan bahwa keberhasilan dan
keberlanjutan kerja sama, Pemerintah
Kabupaten Subang dengan melakukan

monitoring dan evaluasi secara rutin setiap
enam bulan bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan pencapaian hasil yang lebih
baik. Jika terdapat ketidaksesuaian atau
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pelanggaran, pihak ketiga akan menerima
teguran  hingga tiga kali  masih
menyepelekan maka dari bagian Kerjasama
daerah Kabupaten Subang akan memutus
kontrak Kerjasama. Proses ini memastikan
bahwa Kerjasama Daerah akan lebih efektif
dengan membutuhkan komitmen dan
keseriusan dari semua pihak sejak awal
perjanjian. Hal ini melibatkan proses yang
terstruktur, saling menghormati, serta
pemahaman bersama mengenai tujuan dan
tanggung jawab masing-masing pihak.
berjalan sesuai dengan perjanjian dan
memberikan manfaat maksimal bagi semua
pihak yang terlibat.

SARAN:

1. Pengembangan Sistem Informasi
Kerja Sama Daerah
membuat  platform  digital yang
berfungsi sebagai sistem informasi
kerja sama dengan database mitra,
proses  pengajuan  kerja  sama,
pengelolaan dokumen, dan laporan

monitoring dan evaluasi. Platform ini
tersedia untuk mitra dan pihak internal,
sehingga meningkatkan transparansi
dan efisiensi proses.

2. Peningkatan Kolaborasi
Akademisi dan Peneliti
Melibatkan universitas dan lembaga
penelitian dalam proses perencanaan
dan evaluasi kerja sama dapat
membantu  memberikan  perspektif
berbasis data dan analisis ilmiah yang
lebih mendalam.

dengan

3. Penyesuaian Regulasi untuk
Mendukung Fleksibilitas
Untuk  memastikan  bahwa

peraturan dan kebijakan terkait kerja
sama di daerah mendorong inovasi dan
fleksibilitas ~ serta ~ meningkatkan
kepatuhan, mereka harus dievaluasi
kembali.
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4. Penerapan Pendekatan Berbasis
Dampak Sosial

Sangat penting bagi setiap
kolaborasi untuk memasukkan metrik
dampak sosial yang dapat diukur,
seperti meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mengurangi  tingkat
pengangguran, dan meningkatkan
kualitas  layanan  publik.  Untuk
memastikan bahwa program yang
dijalankan benar-benar bermanfaat bagi
masyarakat, evaluasi dampak ini
dilakukan secara berkala. Metode ini
juga membantu dalam menentukan area
yang membutuhkan perbaikan atau
intervensi tambahan.

5. Peningkatan Hubungan
Internasional
Kabupaten Subang dapat

menemukan peluang baru melalui kerja
sama internasional, seperti transfer
teknologi, investasi asing, dan pelatihan
tenaga kerja. Fokus dapat diberikan
pada kerja sama dengan negara-negara
yang telah mencapai kesuksesan dalam
bidang tertentu, seperti infrastruktur,
pengelolaan agribisnis, atau teknologi
hijau. Selain meningkatkan daya saing
daerah, strategi ini membawa inovasi
yang relevan untuk pembangunan local.

F. CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada
konflik kepentingan terkait publikasi artikel
ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi
artikel bebas dari plagiarisme.
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